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ABSTRAKSI
Analisis Potensi Penerimaan Pajak Hiburan Kota Palembang

Oleh :
Chicitri Wahyuni

Penelitian ini bertujuan untuk 1) menganalisis potensi penerimaan yang
dimiliki pajak hiburan Kota Palembang dan 2) menganalisis tingkat efektifitas dan
efisiensi pemungutan dari pajak hiburan Kota Palembang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi penerimaan yang dimiliki pajak
hiburan Kota Palembang masih sangat berpeluang besar untuk digali. Pada tahun
2004-2006 penerimaan pajak hiburan tidak melewati target yang ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah, yang dengan kata lain penerimaan pajak hiburan tidak efektif.
Apabila potensi pajak tersebut dimaksimalkan dalam pemungutannya, maka akan
menaikkan pendapatan Pemerintah Daerah dari sektor pajak yang kemudian akan
meningkatkan pula tingkat efektifitasnya.

Untuk memaksimalkan potensi pajak hiburan, penulis menyarankan agar para
petugas pajak lebih memaksimalkan kinerjanya sehingga akan tercipta hasil yang
maksimal juga, selain itu kesadaran dari setiap wajib pajak adalah hal yang sangat
penting dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Kata kunci : pajak hiburan, potensi, efektifitas.
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An Analysis of the Potential for the Revenues of Entertainment Taxes

in Palembang City

Chicitri Wahyuni

ABSTRACT

This research was intended to analyze (1) the potential for the revenues of entertainment
taxes and (2) effectiveness and efficiency leves of such tax collection in Palembang City.

The research results show that the potential for the revenues of entertainment taxes was
estimated to be a bid source. In the period of 2004 — 2006, the targeted taxes were not
achieved by the City Government, therefore such source was not effectively utilized. If the
collection system were fully applied, the City Government could have collected more
revenues. Therefore, it could improve the effectiveness level.

To achieve maximum potential for the entertainment taxes, the tax collectors were
recommended to perform better. Therefore, they could achieve better results. Tax payers
should be aware of their contribution to help the City Government receive enough taxes.

Key words: entertainment tax, potential, effectiveness
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pajak merupakan sumber utama penerimaan Pemerintah Republik Indonesia
disamping sektor migas dan ekspor barang-barang non migas. Sebagai salah satu
penerimaan Pemerintah, pajak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan
pemerintah (budgeter), maupun untuk meningkatkan kegiatan masyarakat. Alokasi pajak
untuk pembangunan prasarana, dan perbaikan kualitas sumber daya manusia
berpengaruh positif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat (Sugianto, 1996 : 32).

Pelaksanaan pembangunan di segala bidang berlangsung secara berkesinambungan
dan ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Pemerintah Pusat melalui otonomi daerah
memberi wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk sepenuhnya mengatur rumah
tangganya sendiri termasuk dalam hal pengelolaan keuangan untuk membiayai
keperluan daerah. Sehubungan dengan pajak, Pemerintah Daerah dapat memperoleh
pendapatan dari sektor pajak melalui pungutan-pungutan yang dikumpulkan dan dikelola
oleh Pemerintah Daerah sendiri. Dasar hukumnya (kewenangannya) ditetapkan
berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 revisi atas Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada Daerah Kabupaten dan
Daerah Kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewewenangan (urusan) dari
pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai
kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan pgnyeféhan
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dan pengalihan pembiayaan. Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber
pembiayaan yang dikenal dengan istilah Pendapatan Asli Daerah (PAD) di mana
komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan
retribusi daerah. Terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah, terjadi melalui proses
penyerahan sejumlah kekuasaan/kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah
daerah di mana implementasi kebijakan desentralisasi memerlukan banyak faktor
pendukung. Salah satu faktor pendukung yang secara signifikan menentukan
keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan daerah untuk membiayai
pelaksanaan kekuasaan/kewenangan yang dimilikinya, di samping faktor-faktor lain
seperti kemampuan personalia di daerah dan kelembagaan pemerintah daerah
(Riduansyah, 2003 : 49-50).

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, maka
Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah
(PAD) berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil usaha BUMD, dan Pendapatan Asli
Daerah lainnya.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan yang
signifikan bagi pembiayaan rutin dan pembangunan di suatu daerah otonom. Jumlah
penerimaan komponen pajak daerah dan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh
banyaknya jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang diterapkan serta disesuaikan
dengan peraturan yang berlaku yang terkait dengan penerimaan kedua komponen
tersebut.

Dasar hukum mengenai sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah
Undang-Undang No. 28 Tahun 2009. Berdasarkan Undang-Undang tersebut pendapatan

asli daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan
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oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan
daerah.

Wewenang pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan anggaran
daerahnya disebut dengan kebijakan desentralisasi fiskal. Dalam rangka mendukung
pelaksanaan otonomi daerah, daerah dituntut untuk lebih kreatif dalam meningkatkan
PADnya sehingga memiliki keleluasaan dalam pembelanjaan APBDnya. Komponen
utama PAD adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi
daerah.

Pemerintah regional dapat memperoleh pendapatan dari perpajakan dengan tiga
cara, yaitu pembagian hasil pajak-pajak, memungut tambahan pajak (opsen, surcharge)
di atas suatu pajak yang dipungut dan dikumpulkan oleh Pemerintah Pusat, dan yang
terakhir pungutan-pungutan yang dikumpulkan dan ditahan oleh Pemerintah Regional
sendiri (Davey, 1988: 28-29).

Jenis pajak kabupaten/kota tidak bersifat limitatif, artinya kabupaten/kota diberi
peluang untuk menggali potensi sumber-sumber keuangannya selain yang ditetapkan
secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 dengan menetapkan
sendiri jenis pajak yang bersifat spesifik sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan
dalam Undang-Undang tersebut. Besarnya tarif definitif untuk pajak kabupaten/kota
ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda), namun tidak boleh lebih tinggi dari tarif
maksimum yang telah ditentukan dalam Undang-Undang (DepKeu, 2008: 140). Oleh
karena itu memberikan peluang yang besar bagi kabupaten/kota untuk menetapkan pajak
baru dalam pengertian dari tidak ada menjadi ada dan perubahan status pajak melalui

penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Demikian




pula yang terjadi pada Kota Palembang yang terus-menerus mengalami pembangunan di
setiap sudut kotanya.

Dalam hal pemungutan pajak, pemerintah daerah juga berperan dalam
menentukan target pajak setiap tahunnya. Target yang ditentukan pemerintah
berdasarkan analisis dan pencapaian pajak di tahun-tahun sebelumnya. Target-target
tersebut merupakan tugas para petugas pajak untuk dapat memenuhinya. Jika realisasi
pajak melebihi target, hal tersebut dikatakan efektif atau tingkat efektifitas pajak di
tahun tersebut tinggi. Dari besarnya tingkat efektifitas tersebut dapat dianalisis apakah
kinerja para petugas pajak sudah baik atau target yang ditetapkan oleh pemerintah
daerah terlalu rendah.

Tingkat efektifitas seringkali dikaitkan dengan tingkat efisiensi, yaitu para
petugas pajak yang menangani pajak tersebut secara langsung akan memerlukan biaya
pemungutan untuk menunjang kinerja kerjanya. Biaya pemungutan diambil dari pajak
yang disetor. Besarnya biaya pemungutan tidak ditentukan persentasenya dari pajak
tersebut, dan nominalnya selalu bertambah tiap tahunnya sesuai dengan besarnya
penerimaan pajak yang selalu meningkat.

Majunya perkembangan zaman berimbas pula pada perkembangan Kota
Palembang yang sedang menuju Palembang metropolis. Hal tersebut dapat dilihat dari
banyaknya gedung-gedung megah seperti hotel-hotel dan pusat-pusat perbelanjaan, serta
tempat-tempat hiburan yang telah menjadi gaya hidup masyarakat masa kini. Usaha
hiburan merupakan salah satu obyek pajak yang potensial di Kota Palembang. Sejalan
dengan itu, para investor telah dapat melirik peluang bisnis yang besar pada bidang

hiburan di Kota Palembang.



Peminat atau penikmat dari usaha hiburan kini berasal dari semua kalangan.
Tidak hanya para eksekutif, tetapi para pelajar dan mahasiswa pun turut serta di
dalamnya, bahkan banyak juga ibu rumah tangga yang menggunakan jasa tempat
hiburan sebagai sarana melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Para pengusaha bidang
hiburan masing-masing telah menyiapkan strategi khusus demi menarik pelanggan.
Sebagai contoh arena bowling yang membedakan tarif antara pelajar atau mahasiswa
dengan orang umum, arena diskotik yang memberikan malam khusus untuk para
perempuan bebas tiket masuk atau biasa dikenal dengan ladies night, atau tempat
karaoke yang memberikan diskon 50% pada jam 11.00 sampai dengan jam 17.00 agar
para pelajar dan mahasiswa dapat terjangkau dengan tarif yang mereka tetapkan. Semua
itu ditujukan agar menarik minat para konsumen ditengah ramainya industri hiburan
yang sedang berkembang saat ini.

Tempat-tempat hiburan juga dapat dijadikan ajang rekreasi keluarga, di mana
kurang tersedianya taman-taman kota dengan fasilitas yang memadai. Para keluarga
kecil dapat berekreasi di arena game center, berkaraoke bersama, atau sekedar
menghabiskan waktu dengan menonton film bersama di bioskop. Dengan demikian,
keberadaan industri hiburan tidak hanya menguntungkan bagi pemilik usaha tetapi juga
bagi masyarakat yang menikmatinya.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2010, pajak hiburan adalah pajak atas
penyelenggaraan hiburan. Pada Kota Palembang yang merupakan ibu kota provinsi atau
dengan kata lain pusat dari pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, maka segala jenis
dari pusat usaha berada di kota ini. Hal tersebut dinilai sangat menguntungkan bagi
pemerintahan Kota Palembang, karena dapat meningkatkan pendapatan perkapita

masyarakat yang kemudian akan berimbas pada peningkatan permintaan pada industri



hiburan, dan akhirnya akan meningkatkan pendapatan yang diterima pemerintah dari
hasil pajak hiburan tersebut.

Di Kota Palembang salah satu pajak daerah meliputi pajak hiburan yang
merupakan sumber penerimaan yang potensial apabila dimaksimalkan, karena setiap
tahunnya, jumlah tempat usaha hiburan maupun penerimaannya terus menerus
meningkat. Menurut data yang dikeuarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota
Palembang, untuk tahun 2010 sampai dengan bulan Desember target penerimaan pajak
hiburan yang direncanakan pemerintah kota Palembang sebesar Rp. 3.900.000.000,-
telah terealisasi sebesar Rp. 5.113.107.739,-. Besarnya angka realisasi yang melebihi
target menunjukkan bahwa penerimaan pajak hiburan di Kota Palembang sangat
potensial dan dapat terus ditingkatkan.

Berdasarkan data wajib pajak yang tercatat di Dinas Pendapatan Daerah Kota
Palembang, sampai dengan bulan Desember tahun 2010, tempat-tempat yang termasuk
dalam kategori penyelenggaraan hiburan dan telah terdaftar sebagai wajib pajak hiburan
ada 118 tempat yang meliputi 9 sektor, yaitu TV game, diskotik, keramaian umum,
karaoke, Panti Pijat Urut Tradisional (PPUT), billiar, kebugaran, bioskop, dan hiburan.
Tempat-tempat hiburan tersebut tidak hanya berada di pusat Kota Palembang saja,
melainkan tersebar di seluruh Kota Palembang. -

Pemungutan pajak hiburan dilakukan oleh Pemerintah Daerah (dalam hal ini
Dinas Pendapatan Daerah) dan besarnya pajak ditentukan oleh Pemerintah Daerah
melalui Peraturan Daerah yang berlaku. Apabila suatu tempat lalai dalam membayar
kewajibannya sebagaimana tanggal yang telah ditentukan (masa pajak), maka pihak

Dinas Pendapatan Daerah akan menjemput pajak tersebut.



Menurut Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang pajak hiburan, masa
pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak
untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang. Surat Pemberitahuan
Pajak Daerah (SPTPD) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan
perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau harta dan kewajiban
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak hiburan tidak hanya dilandasi dengan
produk hukum tetapi implementasi dari Undang-undang tersebut. Sistem penarikan atau
pemungutan yang dilakukan dapat meningkatkan kesadaran para wajib pajak.
Disamping itu, aparat yang menangani pajak hiburan dapat meyakinkan para wajib pajak
bahwa pengelolaan dan manfaat hasil pajak tersebut masuk kas Pemerintah Daerah. Hal
tersebut untuk mengantisipasi wajib pajak yang menyangsikan karena adanya berbagai
kebocoran pajak akibat korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang membentuk rasa
tidak percaya masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam mengelola pemasukan
pajak. Oleh karena itu diperlukan keterbukaan dalam mengelola pajak seperti prosedur
atau tata cara, persyaratan satuan kerja, penanggung jawab pemberi layanan, syarat
layanan dan tidak ada biaya, artinya system pelayanan terhadap wajib pajak
diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh wajib pajak
(Hanang dan Suhadi, 2003:107).

Banyaknya objek hiburan yang telah dibangun di Kota Palembang serta
potensinya yang semakin tinggi tentu akan meningkatkan penerimaan pemerintah akan
pajak hiburan, terutama jika potensi tersebut terus dimaksimalkan pemungutannya. Dari

uraian di atas, maka akan dilakukan pengkajian tentang “Analisis Potensi Penerimaan

Pajak Hiburan Kota Palembang”.




1.2.

1.3.

1.4.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah:
1. Berapa besar potensi penerimaan Pajak Hiburan di Kota Palembang ?

2. Bagaimanakah tingkat efektifitas dan efisiensi pemungutan dari Pajak

Hiburan di Kota Palembang ?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis potensi Pajak Hiburan di Kota Palembang.
2. Menganalisis tingkat efektifitas dan efisiensi pemungutan dari Pajak Hiburan

di Kota Palembang,
Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat berupa :
1. Manfaat Akademis

Manfaat ini diperuntukan bagi mahasiswa ekonomi pada umumnya dan
mahasiswa ekonomi pembangunan pada khususnya, agar dapat memperoleh
informasi lebih baik mengenai Pajak Hiburan sebagai salah satu penerimaan
daerah Kota Palembang. Selain itu juga diharapkan dapat memperluas
pengetahuan dan wawasan peneliti tentang Pajak Hiburan, dalam hal ini

mengetahui potensi riil penerimaan dari Pajak Hiburan, dan sebagai bahan



perbandingan dari penelitian yang telah ada, serta bahan masukan dan

rujukan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang sejenis.

. Manfaat Operasional

Manfaat ini dapat diperoleh bagi pihak-pihak/pembuat kebijakkan yang
berhubungan dengan Pemerintah Daerah dan dinas-dinas terkait lainnya
sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan kajian dalam pengambilan
keputusan dan penetapan kebijakan guna meningkatkan penerimaan Pajak
Hiburan sebagai salah satu penerimaan daerah terutama melalui

pengembangan potensi Pajak Hiburan.
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